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ABSTRAK

Yef wiana Charisma. KAISAR DAN DEMOKRASE IM JEPANG. Program Studi
Rahasa dan Sastra Jepang Fakultas Sastra Universitas Darma Persada Jakarta,

Desermber 2006,

Jepang merupakan negara  kekaisaran sckaligus schagai negara  demokrasi.
Kedudukan kaisar di Jepang separmjang sejarah ndak pernah memegang langsung
kekuasaan eksekutif, kecuali ppda jaman purba. Bepilu pulz ketika pads talun 1867
didenpunpgkan bahwa kekuasaan dikembalikan kepada kaisar dan Undang-Undang
Dasar Meiii menetapkan kedaulatan ada di tangan kakar, namun pada kenyataannya
yany memegang kendali pemerintahan adalah para sanwral dari Satsuma dan Choshu.
Jepang seébagar regara demokrasi d miulai pada jaman Meiji namun baru pada rmasa
pendudukan sekulu, demokrasi & Jepang mulai ditegakkan & bawah payung
Undang-Undang Dasar 1946. Adapun kedudukan kaisar berdasarkan Undang-Undang
Dasar 1946 mi adalah sebagai lambang negara dan kesatuan rakyat
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BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Jepang sepk berdirinya negara ini tepatnya tahun 660 SM merupakan
sebuah negara vang berbentuk kerajaan. Kepala neparanya disebut kaisar,
Dalam hal i yang menjadi kaisar adalab sebuah keluargn secara wrun 1emurun
(Kaisar Akihito yang berkunsa sekarang (2006) adabh pemegang 1ahta generasi
ke-125).! Ada enggapan bahwa kaisar Jepang adalsh keturunan dewa, maka
walaupun pada sualu mesa kawar tdak memiliki kekuasaan secara langsung,
kaisar dan keluarganya ditempalkan sedemikian ngpa Artinys kKaisar fetap
dihormatl karena merupakan lambang keapungan dan kesucizn Jepang yang
berasal dan bersumber pada dunia dewa-dewa.

Seiring dengan perkembangan sejarah, pada masa Meiji (tabun 1889}
Jepang kemudian memiliki Undang-Undang Dasar dan berdasarkan Undang-
Undang Dasar tersebut dapar dikatakan bahwa Jepang adabh scbuah Monarki
Konstitusional. > Kontitusi i merupakan hukum kenkrit pertama yang dimiliki
lepanp, dan disusun untiuk mengatur kekuasaan kaisar dan distribusi kekuasasn

badan pemerintah & setiap aspek. Konstitusi yarng mencomtoh dari Jerman ini

! Mohamad Sudjiman, Serbu Serbi Temang Jepang Dergum Cirl-cirf Khasaya, Unsada, lakarta, 1998,
him. 191-1%2

* Syabbuddin Mangandaralam, Menpenal dari dekar Jepang sebuasi Negara Matahart Terbi,
Remadja Karya, Bundung, 1989, him, 32



lerbagi aas 3 cabang kekuasaan negara yainn eksekutif, legislatif dan yudikatif,
tapd kedaulatan tetap ada di tangan kaisar.

Menurut Undang-Undang Dasar Meiji, Kekaisaran Jepang barus
diperiniah oleh kabar (dari garis keturunan yang tidak terputus sejk berabad-
abad), demikianlah dituangkan dalam pasal-pasalnya. Ketiga cabang
pemerintahan, yairu cksekutif, legistatif dan yudikatif dipimpin langsung olch
kaisar, Dengan demikian semua alat negara termasuk  menleri-menter,
melakukan fungsinya berdasarkan pada keputusan kaisar dan bertanggung
jwab kepada kawkar, begitu pula dengan keputusan-keputusan penting yang
bersifat kenegaraan, semua tergantung pada keputusan kaisar.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Meiji, muncu! perasaan
bangpa < Jepang kercna Undang-Undang Dasar telash dibuat tanpa adanya
revolusi berdarah dan Jepanp telah menjadi negara petama d Asia yang
pemerintahannya berdasarkan konstitusi. tUndang-Undang Dasar Meiji juga
discbut-sebut sebapgai perubahan yang lar biasa sepanjang Undang-Undang
Dasar tersebut menyertakan partisipasi nyata rakyal dahm persoalan-persoalan
negara dan mencegah kesewenang-wenangan dalam pemernintahan.

Undang-Undang Dasar Meiji menempatkan Kaisar dalam posisi yang
sangat tinggl. Kaisnr vang oleh masyarakat Jepang dikatakan schagai keturunan
dewa matahari ditempatkan scbagai pemegang kedaulatan bangsa Jepang.
Kaisar juga ditetapkan scbagai kepala pemerintahan. Hal itu menjadikan kaisar

scbagai sosok yang sangat perting dalam kancah pemerintahan Jepang. Daiam



Undang-Undang Desar mi kakar juga dikalakan suci, seperi yang ditegaskan
dalam pasa! 3 yang berbunyi *Kaisar ftu sud dan tidak dapat diganggu gugat™.?

Kaisar juga dapat mengeluarkan peraturan atau ketetapan tentang
kemaslabatan bagi rakyat yang mempunyai kekuatan undang-undang. b dapat
memerintah parlemen untuk bersidang dan membubarkannya. Selain i,
ditetapkan pul bahwa kakar sebagai Panglima tertinggi angkatan perang,
sehingga jika kaisar memberikan perintah kepada bawahannya, ® tidak perlu
lagi mengadakan perundingan dengan Dewan Perwakilan Kekaisaran, Kaisar
juga mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang dan mengadakan
perdamalan, serta menandatangani perjanjian-perjanyian kenegaraan (pasal 13).
Dalam bidang hukum, kasar bahak memberikan amnesti, keringanan
hukuman, seta rehabilitasi {pasal 16). Namun demikien, walsupun kaisar
mempunyai  otoritas  yang tinggi, kaisar tidak diharuskan menjalankan
pemerintahan, Dalam  menjlankan pemerintahannya kaisar dibantu oleh
pembantu terdekat yang bertanggung jawab langsung kepadanya.

Setelah kekalahan Jepang dalbm Perang Dunia I selirub kepulauan
lepang berada & bawsh kekuasaan pendudukan militer Sekui (Amerika
Serikat). Jepang senantiasa diawnsi agar tidak kembali mempraktekkan
pemermtahan militer yang haus perang. Untuk menghalangi kemungkinan yang

tak diinginkan oleh pihak sekutu dan negara-negara lam & dunia vang cina

' Mohamad Sud jiman, Op.cit, him, 191-192



damai, pada tanggal 3 November 1946 diumumkan sebuah Undang-Undang
Dasar yang baru.”

Dalamm beberaps hal vang bersifat prinsip, konstitusi atau Undang-
Undang Dasar baru ersebul tentu sam sangat berbeda dengan konstitusi jaman
Meiji (1889). Konstitusi baru Jepang memuat beberapa pokok pengaturan
kenegaraan. Denpan konstitusi baru tersebut kaisar tidak mempunyai kekuasaan
yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kamar atay kepala nepara hanya
metaksanakan tugas vang hanya diatur oleh konstitusi.

Pada pemaparan di aas disebutkan babwa Jepang adabh negara
kekaisaran nemun secara fomal Jepang adahh negara demokrasi yang
berdasarkan paham trias politice. ada pemisahan yang sangal tegas antara
lepislatif, eksekutif dan yudikatif.

Demokrasi yang ditetapkan & Jepang dewasa ini sudah dirintis sejk
jaman Meiji. Gerakan demokrasi pada jaman Meiji merupakan suatu proses
lahap permulaan dari pengenalan pemikiran demokrasi d Jepang. Proses ini
lahir dalam masa transisi masyarakat feodal ke dalam masyarakat “modern”.
Dalam masa transisi ini terjadi pembauran arara unsur-unsur modern dengan
tradisi. Hal in mengakibatkan perubahan d daiam masyarakat transisi, dan
mencerminkan keadaan tahap permulzan pemikiran demokrasi sebagai dampak

langsunp dan peradaban dan pencerahan (Bunmei Kaika).

“ Syahbuddin Mangandaralam, Op.cir. him. 2



Demokratisasi juga dianjurkan <& bidang ckonomi dan berbagai
pembaharuan dilaksanakan uniuk mencegah banpkitnya kembali militerisme,
Salah seu pemnbaharuan mi berupa perubahan dulam soal tanah pertanian, vaitu
penghapusan sistem tuan tameh yang tidak mendiami tenabnya dan pembatasan
pemilikan tamh oleh tuan-tuan tanah,

Sebenamya pada kenyataannyn di Jepang sejak kaisar mengumumkan
Undang-Undang Dasar Meiji pada 11 Februan 1882 boleh dikatakan secara
konstitusional tidak ada “demokrasi” dabm arti sebemarnys kecuali gerakan
demokrasi yang memberikan wama dominan pada jaman Taisho. Hal ini juga
diungkapkan oleh para penulis Amerika balwa masyarakat Jepang tidaklah
demokratis. Mereka mengambil contoh dari sikap orang Jepang tethadap orang
Korea den polongan minoritas Ha

Memang pada awalnya tidak rmudah bagi Jepang untuk melak sarakan
demokrasi tersebut, karma masyarakatnya sudah terbiasa hidup dalam alm
fizodd yang berlangsung berabad-sbad lamanya (1192-1867), salah satunya
adabh pada susunan masyarakainya wvaitu tetap mempertahankan perbedaan
i ngkatan sosial misalnya dari segi bahasa yang digunakan.

Demokrasi d Jepang mengalami pertumbuhan yang sangat pesal setclah
berakhimya Perang Dunia 1, yakni setelah berlakunya tindang-Undang Dasar
Jepang vang sckarang. Dapat dikatakan demokrasi & Jepang scbenamya adaiah

paham yang dipaksakan oleh temara pendudukan sekutu umuk dijadikan




landasan negara Jepang selelah perang. Bual orang Jepang sendin tidak ada

piLhan lain, mereka harus meperima paham demokrasi ite

Dari wraian & atag, penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang

Kaisar dan Demokrasi d Jepang.

Permasalahan
Berdasarkan latar belakenp masalah di aas, permasalaban dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana demokrasi d Jepang dijalankan ?
2 Bagamana kedudukan Kakar dalhm pemerintahan Jepang ?

3. Bagaimana sistem pemerintahan & Jepang ?

Ruang Lingkup
Penelitian dibatasi dan lahirnye demokrasi di Jepang sampai sistem

pemeriniahan yang dijalankan & Jepang.

Tujuan Penclitian
Tujan penelitian i adalah untuk mergetahui :
1. Demokrasi d Jepang.
2K ed ud ukan Kasar dabim pemerintahan Jepang

3. Sistemn pemenatahan Jepang.



Metode Penelitian
Meiode penelitian yang digunakan dalam penelitian in adalah metxde

penelitian kepustakaan dengan sifat penchtian deskriplif analisis.

Sistematika Penulisan

Bab 1 Bab i berisikan latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup,
tujuan penclitian, metede penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il, Bab ini mempakan pemaparan tentang seprah Jepang Schagm negara
kekaisaran chn perkembangannya men)adi negara yang memiliki Undang-
Undang Dasar.

Bab I1l, Bab mi merupakan pembabasan tentang kedudukan kaisar d Jepang
sebagal negara demokmasi.

Bab 1V, Kesimpulan



